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- WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR: 1-A TARUN 201\

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan
peraturan daerah dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3468);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

15.

20.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Dati II Surakarta
Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 1993 Seri D Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru
Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA
TARU JURUG SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Surakarta.

Taman Satwa Taru Jurug adalah kawasan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang selanjutnya
disebut Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah Perusahaan
Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang seluruh modalnya dimiliki
oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Organ Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah organ Perusda
Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang terdiri dari Direksi dan Dewan
Pengawas.

Direksi adalah Direksi Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta.

Pegawai adalah pegawai pelaksana Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta.

Masa Jabatan adalah kurun waktu selama menduduki jabatan.

Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.

Uang Jasa adalah uang yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan.

Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditetapkan
sebagai jasa produksi.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu
tertentu.

Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan
kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung
jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud
untuk dapat melaksanakan tugas pokok.



BAB II
DIREKSI
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 2

(1) Direksi Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta terdiri dari :
a. Direktur Utama;
b. Direktur Operasional;
c. Direktur Administrasi dan Keuangan.

(2) Dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang, maka disebut Direktur.

Bagian Kedua

Persyaratan
Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan
persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain :

a. mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta;

b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan,
berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan
Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan;

c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;

d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan
pengkhianatan kepada Negara;

e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

f. sehat jasmani dan rohani.

(3) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain :
a. pendidikan minimal S1;
b. mempunyai pengalaman bidang kepemimpinan;
c. diutamakan memiliki kemampuan manajerial dalam hal konservasi flora dan
fauna, edukasi, penyelamatan dan pengembangan aspek sosial, budaya,
hiburan, kepariwisataan;



d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Dewan Pengawas atau
Direksi yang lain sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas,
kebawah maupun kesamping termasuk menantu, ipar, mertua, dan besan;

e. memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(4) Apabila setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, maka untuk menjalankan jabatan harus mendapat ijin
tertulis dari Walikota.

Bagian Ketiga

Pengangkatan
Pasal 4

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan
kemampuan keuangan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

(2) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan
oleh Walikota.

(3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Mekanisme Seleksi Calon Direksi
Pasal 5

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Pengawas, seleksi calon direksi dilakukan oleh Tim
yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

(2) Mekanisme seleksi calon direksi sebagai berikut :
a. pengumuman lowongan penerimaan calon direksi di
media massa,
. seleksi administrasi berkas lamaran yang masuk;
calon direksi yang lolos seleksi administrasi dipanggil;
. penyelenggaraan tes tertulis;
. pengumuman tes tertulis;
pemanggilan tes wawancara;
. penyelenggaraan tes wawancara;
. penyelenggaraan tes kesehatan.

SO NTOAQAN T



Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 6

(1) Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur

Operasional atau Direktur Administrasi dan Keuangan diangkat sebagali
Direktur Utama.
Bagian Keenam
Tugas Pokok dan Wewenang

Pasal 7

Tugas pokok Direksi adalah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan Perusda
Taman Satwa Taru Jurug Surakarta menurut kebijakan yang telah ditentukan oleh
Walikota dan atau Dewan Pengawas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah
Kota dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direksi
mempunyai wewenang untuk :

memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusda Taman Satwa Taru
Jurug  Surakarta berdasarkan Pengendalian Intern yang memadai sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan;

. menyusun struktur organisasi dan tata kerja Perusda Taman Satwa Taru Jurug

Surakarta;
merencanakan dan menyusun program kerja dan rencana pengembangan
Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

. menyeleksi Pegawai untuk ditempatkan di dalam jabatan struktur organisasi;
. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug

Surakarta setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
melakukan pembinaan Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug

Surakarta;

. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan keuangan Perusda Taman Satwa

Taru Jurug Surakarta;
menyelenggarakan kegiatan teknis Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

. mewakili Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta baik di dalam maupun di

luar pengadilan;



k. 3 (tiga) bulan sebelum anggaran berakhir, wajib menyusun Rencana Kerja
Pendapatan dan Belanja Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dimana
jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan
belanja ketenagakerjaan lainnya (belanja personil) tidak boleh melebihi 30%
(tiga puluh persen) dari seluruh biaya Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta Tahun Anggaran yang berkenaan dan dimintakan persetujuan
/pengesahan Walikota melalui Dewan Pengawas;

|. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Perusda Taman
Satwa Taru Jurug Surakarta termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada
Walikota;

m. menetapkan tata tertib dan cara menjalankan Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta;

n. meminta persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota untuk:

1) melakukan pelepasan hak atas tanah milik Perusda Taman Satwa Taru
Jurug Surakarta.

2) menjadikan tanah dan bangunan Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta sebagai jaminan hutang untuk kepentingan Perusda Taman Satwa
Taru Jurug Surakarta dan/atau kepentingan pihak ketiga atau dengan cara
lain dengan maksud mengalihkan hak atas barang milik Perusda Taman
Satwa Taru Jurug Surakarta baik untuk jangka waktu sementara atau tetap.

0. mengeluarkan pendapat dan saran penelitian dan pengembangan sebagai
bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan Perusda Taman Satwa
Taru Jurug Surakarta.

p. memberikan segala keterangan yang diminta oleh Dewan Pengawas dan
Walikota.

g. menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusda Taman
Satwa Taru Jurug Surakarta.

Bagian Ketujuh
Penghasilan
Pasal 9
(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
a. gaji;
b. tunjangan;
C. jasa produksi.

(2) Gaji Direktur Utama maksimal sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok
tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai, Gaji Direktur maksimal 80%
(delapan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

(3) Tunjangan Direksi terdiri dari :
a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan perbaikan penghasilan;
¢. tunjangan keluarga;
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(5)

(1)

(1)

d. tunjangan kesehatan;
e. tunjangan makan dan minum;dan
f. tunjangan transport.

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah
mendapatkan persetujuan Walikota melalui pengesahan rencana kerja dan
anggaran Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, diterimakan
setiap tahun dari bagian keuntungan Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta setelah laporan laba/rugi dan neraca disahkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Cuti
Pasal 10

Cuti Direksi terdiri dari :

a. cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk setiap tahun
dan kepadanya berhak menerima penghasilan;

b. cuti Sakit

C. cuti panjang, dengan ketentuan :

1). Direksi yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara
terus menerus berhak mendapatkan cuti panjang yang lamanya 2 (dua)
bulan.

2).Direksi yang menjalani cuti panjang tidak berhak lagi atas cuti
tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

3). Cuti panjang dapat digunakan oleh Direksi untuk memenuhi kewajiban
agama.

d. cuti hamil dan melahirkan diberikan selama 1,5 (satu setengah) bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

e. cuti karena alasan penting diberikan selama 40 (empat puluh) hari.

Pelaksanaan cuti Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas atau Walikota.
Bagian Kesembilan
Pemberhentian
Pasal 11
Direksi berhenti karena :
a. mengundurkan diri;

b. masa jabatan berakhir;
¢. meninggal Dunia.



(2)

3)

(1)

(2)

3)

(1)
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Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

c. kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas;

d. tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja yang telah disetujui;
e. dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;

g. terlibat dalam tindak pidana.

Direksi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila masa jabatan belum
berakhir tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja yang telah
disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau
terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau terlibat dalam
tindak pidana yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Apabila salah satu atau lebih Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan
berakhir karena permintaan sendiri atau meninggal dunia atau kesehatan
yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas, maka dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi diberhentikan, Walikota
dapat mengangkat Direksi yang baru.

Apabila Direktur Utama yang diberhentikan, maka Walikota dapat
mengangkat salah satu Direktur untuk menjalankan tugas sebagai Direktur
Utama.

Apabila ketiga Direktur diberhentikan semua, maka Walikota dapat
mengangkat salah satu manajer untuk menjalankan tugas sebagai Direktur
Utama.

Pasal 13

Apabila Direksi diduga tidak melaksanakan kewajiban sesual Program Kerja
yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
atau terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Taman Satwa Taru
Jurug Surakarta atau terlibat dalam tindak pidana, maka Dewan Pengawas
melakukan pemeriksaan terhadap Direksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direksi terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi dinyatakan
terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas
melaporkan kepada Walikota.



(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
Walikota mengeluarkan Keputusan pemberhentian Direksi.

BAB III
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 14

Susunan Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai
berikut :

a. Ketua merangkap anggota;

b. Anggota.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 15

Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Daerah Pemerintah Kota, perorangan dan
masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 16

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenubhi
persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. mempunyai pengetahuan di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi
dan bermoral baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam
pembinaan dan pengawasan perusahaan;

b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;

. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap
kegiatan pengkhianatan kepada negara;

. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;

. sehat jasmani dan rohani.

(e}
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(3) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. pendidikan minimal S1;

b. diutamakan memahami manajemen perusahaan;

c. memiliki keahlian yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas;

d. memiliki dedikasi yang baik dan mempunyai kemampuan untuk
menjalankan  kebijakan Walikota dalam rangka pengembangan
perusahaan.

e. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu
perusahaan;

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, antar
Dewan Pengawas dan Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut
garis lurus ke atas, ke bawah maupun kesamping termasuk menantu, ipar,
mertua dan besan.

(4) Apabila setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka untuk menjalankan jabatan harus
mendapat ijin tertulis dari Walikota.

Bagian Keempat
Pengangkatan
Pasal 17

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Masa Jabatan
Pasal 18
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Keenam
Tugas dan Wewenang
Pasal 19
Tugas Dewan Pengawas adalah :
a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusda Taman Satwa Taru
Jurug Surakarta oleh Direksi;

b. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
¢. memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Walikota dalam rangka:



1. pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;

2. pengesahan program kerja Direksi;

3. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;

4. rencana pinjaman dan/atau pengikatan dengan pihak ketiga;
5. pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan

Pengawas mempunyai wewenang :

a. menyusun program kerja pengembangan dan pengawasan perusahaan.

b. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota mengenai rencana anggaran
dan rencana kerja perusahaan serta perubahan/tambahan dan laporan lain dari
Direksi;

c. mengawasi pelaksanaan rencana anggaran dan rencana kerja perusahaan
untuk selanjutnya menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota dengan
tembusan Direksi;

d. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan melaporkan secara berkala
kepada Walikota;

e. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan pengelolaan perusahaan.

Bagian Ketujuh
Penghasilan
Pasal 21

(1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
a. uang jasa;
b. uang jasa produksi.

(2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh
persen) dari gaji Direktur Utama dan anggota Dewan Pengawas menerima
uang jasa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan

Pengawas.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian
Pasal 22

(1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatan karena :
a. masa jabatan berakhir;
b. masa jabatan belum berakhir karena :
1. permintaan sendiri;
2. meninggal dunia;
3. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;



4. melakukan tindakan atau bersikap yang Dbertentangan dengan
kepentingan daerah atau negara;

5. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya
secara wajar.

(2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan hormat apabila masa jabatan
berakhir atau masa jabatan belum berakhir karena permintaan sendiri atau
meninggal dunia atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk
melaksanakan tugas.

(3) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila masa
jabatan belum berakhir tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja
yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau terlibat dalam
tindak pidana yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Apabila Dewan Pengawas diberhentikan karena masa jabatan berakhir, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Dewan Pengawas
diberhentikan Walikota mengangkat Dewan Pengawas yang baru.

Pasal 24

Apabila Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena
permintaan sendiri atau meninggal dunia atau kesehatan yang tidak
memungkinkan untuk melaksanakan tugas, maka dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Pengawas diberhentikan, Walikota mengangkat
Dewan Pengawas yang baru.

Pasal 25

(1) Apabila Dewan Pengawas diduga tidak melaksanakan kewajiban sesuai
program kerja yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas
dengan baik atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau
terlibat dalam tindak pidana, maka Walikota melakukan pemeriksaan terhadap
Dewan Pengawas.

(2) Walikota dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas dapat
menunjuk Inspektorat Kota Surakarta.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Pengawas
dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota
mengeluarkan Keputusan pemberhentian Dewan Pengawas.



(4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Pengawas

diberhentikan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) Walikota mengangkat Dewan Pengawas yang baru.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI
Pasal 26

(1) Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul

sebagai akibat kelalaian yang mengakibatkan program kerja Direksi tidak
dilaksanakan.

(2) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai

akibat kelalaian dalam pengurusan Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta.

Pasal 27

Tata cara penyelesaian ganti rugi adalah sebagai berikut :

al

setiap kerugian Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang dilakukan
karena kelalaian Dewan Pengawas dan Direksi wajib dilaporkan kepada Walikota
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Perusda Taman Satwa
Taru Jurug Surakarta diketahui.

. setelah kerugian Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta diketahui, kepada

Dewan Pengawas dan Direksi yang nyata-nyata melanggar hukum atau
melalaikan kewajibannya, segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan
bersedia mengganti kerugian dimaksud.

. jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau

tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Perusda Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta, Walikota segera mengeluarkan Keputusan pembebanan penggantian
kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

. Dewan Pengawas dan Direksi yang dianggap melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada
Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan
sebagaimana dimaksud pada huruf c.



BAB V
TENAGA AHLI
Pasal 28

Persyaratan dan tatacara pengangkatan tenaga ahli untuk keperluan mendampingi
tugas Dewan Pengawas dilakukan oleh Direksi dengan Keputusan Direksi
berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
Pasal 29

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas untuk keperluan menunjang tugas
Dewan Pengawas dilakukan oleh Direksi dengan Keputusan Direksi berpedoman

pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PEGAWAI
Pasal 30

(1) Kriteria Pegawai Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang dapat diangkat
kembali menjadi Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah
sebagai berikut :

a. usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;

b. masa kerja minimal 5 (lima) tahun;

c. sehat jasmani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

d. mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas di Perusda Taman
Satwa Taru Jurug Surakarta;

e. tidak pernah melakukan  tindak pidana, dibuktikan dengan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bagi Pegawai yang mempunyai keahlian khusus pemeliharaan satwa.

(3) Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuat Surat Lamaran
Pekerjaan kepada Direksi Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.



Pasal 31
(1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

(2) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Direksi, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat diberhentikan
karena:
a. mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
b. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan secara permanen di Perusda
Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
c. melakukan tindakan indisipliner.
d. melakukan tindak pidana yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan

hukum tetap.

(4) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ melalui
tahapan sebagai berikut :

a. peringatan lisan;

b. surat peringatan pertama;

C. surat peringatan kedua;

d. surat peringatan ketiga;

e. pemberhentian dengan tidak hormat dan tanpa uang pesangon.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(6) Hak dan kewajiban Pegawai akan diatur dalam Peraturan Direksi Perusda
Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 32
Dalam melakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug

Surakarta dengan pihak lain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Perusahaan Daerah Taman Satwa
Taru Jurug Surakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam Sistem

Pengendalian Internal dan Inspektorat Kota Surakarta selaku Pengawas
Internal Pemerintah Kota.



(2) Instansi atau badan lain dapat melakukan pengawasan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

(1) Semua barang milik daerah yang telah dikelola oleh Tim Pengelola Taman
Satwa Taru Jurug Surakarta beralih dikelola oleh Perusda Taman Satwa Taru
Jurug Surakarta menjadi penyertaan modal pemerintah daerah.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan beralih menjadi aset
daerah yang dipisahkan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat
persetujuan DPRD.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal B Jamam 201!

WALIKOTA SURAKARTA,qﬁ
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Diundangkan di Surakarta
pada tanggal © Jamvari 20\
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